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Abstract: The Impactful Independent Internship Program (MBKM) at
the Bureau of Government and Regional Autonomy, Administrative
Division of the Regional Secretariat of Central Kalimantan Province
carried out this community service project for four months, from
January 22 to May 22. This activity aimed to improve the quality of
performance report preparation through more systematic and
measurable data management. A qualitative descriptive method was
employed through participant observation, unstructured interviews,
and examination of institutional performance records. The students
assisted in managing government administration, collecting
performance data, and preparing physical and financial realization
reports. The results of the activity indicated that the implementation of
responsibility accounting through the identification of responsibility
centers, measurement of performance indicators, and verification of
supporting documents was able to improve the accuracy and quality of
LAKIP preparation. This activity also contributed to enhancing
students’ competencies in public sector accounting and improving the
administrative effectiveness of government institutions.

Abstrak: Program Magang Mandiri Berdampak (MBKM) di Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Administrasi Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan proyek pengabdian
masyarakat ini selama empat bulan, dari 22 Januari hingga 22 Mei.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan laporan
kinerja melalui pengelolaan data yang lebih sistematis dan terukur.
Melalui observasi partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan
pemeriksaan catatan kinerja instansi, teknik deskriptif kualitatif
digunakan. Mahasiswa membantu  pengelolaan  administrasi
pemerintahan, pengumpulan data kinerja, serta penyusunan laporan
realisasi fisik dan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa
penerapan akuntansi pertanggungjawaban melalui identifikasi pusat
pertanggungjawaban, pengukuran indikator kinerja, dan verifikasi
dokumen pendukung mampu meningkatkan ketepatan dan kualitas
penyusunan LAKIP. Kegiatan ini juga mendukung peningkatan
kompetensi mahasiswa dalam bidang akuntansi sektor publik dan
efektivitas administrasi instansi pemerintah.
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PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab
memerlukan sistem akuntabilitas kinerja yang kuat sebagai wujud nyata dari tata kelola
yang baik. Pemerintah sebagai pemegang amanah publik berkewajiban
mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya negara secara transparan, efektif,
dan efisien kepada masyarakat. Dalam sektor publik, penguatan sistem akuntansi
pemerintahan menjadi fondasi utama dalam mendukung akuntabilitas publik yang
efektif (Hien et al., 2025). Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah
(LAKIP), sebuah laporan yang merinci pencapaian program dan kegiatan lembaga
pemerintah sepanjang satu periode anggaran, adalah salah satu alat yang digunakan
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan kinerja.

Kewajiban penyusunan LAKIP dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang
mengatur penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara
menyeluruh. Menurut (Bastian, 2010), Proses pengumpulan, pendokumentasian,
pengelolaan, dan pelaporan data keuangan untuk organisasi publik yang berfungsi
sebagai dasar akuntabilitas publik dan pengambilan keputusan dikenal sebagai
akuntansi sektor publik.. Penelitian (Peilouw et al., 2023) Studi ini menunjukkan
bagaimana akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dipengaruhi oleh penggunaan
akuntansi sektor publik dan kualitas pelaporan keuangan. Perencanaan, penganggaran,
implementasi, pelaporan, dan penilaian kinerja semuanya terintegrasi ke dalam siklus
manajemen pemerintah yang terpadu oleh sistem ini. Namun, terdapat juga sejumlah
hambatan kelembagaan terhadap implementasi SAKIP di pemerintah daerah, termasuk
legislasi yang tidak seragam, budaya birokrasi yang tidak sepenuhnya berorientasi pada
kinerja, dan pelaporan kinerja yang buruk (Salomo & Rahmayanti, 2023). Selain itu,
efektivitas pengukuran kinerja sektor publik juga sangat dipengaruhi oleh kejelasan
indikator kinerja dan sistem pengendalian internal organisasi (Febriyanti et al., 2024 ;
Rahmasari & Setiawan, 2022).

Dalam perspektif akuntansi, penyusunan LAKIP berkaitan erat dengan konsep
akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting), yaitu sistem yang
digunakan untuk mengukur hasil kerja setiap pusat pertanggungjawaban berdasarkan
target dan informasi yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Penerapan akuntansi
pertanggungjawaban di sektor publik berperan penting dalam meningkatkan kualitas

pengelolaan dana publik melalui pelaporan yang transparan, alokasi anggaran yang
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jelas, dan mekanisme pengawasan yang efektif (Mediaty et al., 2025). Dengan
demikian, kualitas LAKIP tidak hanya mencerminkan capaian program Kkerja, tetapi
juga menunjukkan tingkat akuntabilitas dan pengendalian internal instansi pemerintah.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah
bertanggung jawab atas administrasi wilayah, otonomi daerah, dan pemerintahan
umum. Instansi ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menyusun LAKIP
(Laporan Penilaian Kinerja Daerah), seperti kebutuhan untuk lebih menyelaraskan
dokumen perencanaan dengan implementasi kinerja, kurangnya sumber daya manusia
yang berpengetahuan tentang teknik pelaporan kinerja berbasis akuntansi, dan
pengelolaan data kinerja yang belum sepenuhnya sistematis.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa
dapat berkontribusi dalam mendukung administrasi pemerintahan daerah melalui
program MBKM. (Hoiriah, 2025) juga menunjukkan bahwa mahasiswa MBKM di
instansi pemerintah daerah terlibat aktif dalam kegiatan administrasi umum dan
pengelolaan dokumen pemerintahan. Sementara itu, (Novita et al., 2023) menemukan
bahwa mahasiswa akuntansi yang melaksanakan magang di Sekretariat Daerah
berkontribusi dalam penginputan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),
sedangkan (Nikmah & Putri, 2024) menyatakan bahwa program magang MBKM
mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa sekaligus memberikan manfaat bagi
instansi mitra. Namun, kajian tersebut belum secara khusus mengaitkan kegiatan
magang dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan LAKIP.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui
program Magang Mandiri Berdampak dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM) dengan menerapkan konsep akuntansi pertanggungjawaban sebagai
kerangka analisis dalam pendampingan penyusunan LAKIP. Kegiatan ini bertujuan
untuk: (1) mendeskripsikan proses penyusunan LAKIP di Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah; (2) menerapkan konsep akuntansi
pertanggungjawaban dalam pendampingan penyusunan LAKIP; dan (3)
mengidentifikasi kendala serta solusi dalam proses penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah.

METODE PELAKSANAAN
Program Magang Mandiri Berdampak dalam kerangka MBKM menjadi wadah

pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, berlangsung selama empat bulan penuh mulai 22
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Januari hingga 22 Mei 2026 di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Program MBKM dipilih karena memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam aktivitas administrasi dan
pelaporan kinerja instansi pemerintah sehingga mampu menghubungkan teori akuntansi
sektor publik dengan praktik di lapangan (Fatimah, 2025).

Proyek pengabdian masyarakat tersebut mencakup wawancara tidak terstruktur,
observasi partisipatif, dan teknik dokumentasi sebagai bagian dari metodologi
deskriptif kualitatif. Partisipasi langsung siswa dalam proses pembuatan LAKIP,
memasukkan data realisasi keuangan dan fisik, mendistribusikan surat, dan
mengkonfirmasi catatan kinerja pendukung merupakan cara observasi partisipatif
dilakukan. Observasi partisipatif, menurut (Creswell & Poth, 2018), memungkinkan
peneliti untuk memahami peristiwa yang diamati secara lebih menyeluruh dan
kontekstual.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan Kepala
Subbagian Tata Usaha dan staf terkait, serta dokumentasi dokumen LAKIP, LPJ
Triwulan IV, laporan realisasi keuangan, dan perjanjian kinerja. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: (1) orientasi dan identifikasi kebutuhan
penyusunan LAKIP; (2) pendampingan teknis penginputan data dan administrasi
persuratan; (3) pendataan dan verifikasi dokumen kinerja; serta (4) dokumentasi dan
evaluasi hasil kegiatan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan temuan lapangan
pada konsep akuntansi pertanggungjawaban. Tingkat ketercapaian kegiatan diukur
secara kualitatif berdasarkan ketepatan pengelolaan dokumen pendukung LAKIP,
kesesuaian data realisasi kinerja, serta peningkatan pemahaman mahasiswa dan

aparatur terhadap proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM) di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui pendampingan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kegiatan dilakukan melalui
penginputan data realisasi fisik dan keuangan, pengarsipan dokumen, administrasi

persuratan melalui aplikasi SRIKANDI, serta verifikasi dokumen pendukung kinerja.
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Gambar 1. Aplikasi SRIKANDI
Proses penyusunan LAKIP (Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah) Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah dilakukan dalam beberapa tahapan berdasarkan
pengamatan yang dilakukan selama kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk membuat
laporan pencapaian kinerja, langkah pertama adalah mengumpulkan data realisasi
keuangan dan fisik dari setiap sub-bagian. Pelaksanaan program, pemanfaatan

anggaran, dan pencapaian metrik kinerja yang ditentukan dalam dokumen perencanaan

semuanya termasuk dalam data ini.

ambar 2. Kegiatan Penginputan Data Realisasi Fisik dan Keuangan LAKIP
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Gambar 2. menunjukkan proses penginputan data realisasi fisik dan keuangan
laporan tahunan Triwulan IV sebagai bagian dari pendampingan penyusunan LAKIP di
lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan
Tengah.

Selain itu, mahasiswa juga membantu proses administrasi persuratan melalui
aplikasi SRIKANDI, mulai dari pencatatan surat masuk dan surat keluar hingga
pengarsipan dokumen elektronik. Penelitian (Ali et al., 2025) menunjukkan bahwa
penerapan aplikasi SRIKANDI pada instansi pemerintah daerah berkontribusi dalam
mendukung transformasi digital kearsipan dan tertib administrasi pemerintahan. Hal
tersebut sejalan dengan (Lestari, 2025) yang menyatakan bahwa transformasi digital
dalam akuntansi sektor publik mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan
transparansi pengelolaan informasi pemerintahan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk
mendukung tertib administrasi dan mempermudah proses penelusuran dokumen

pendukung laporan kinerja.

Gambar 3. Administrasi Persuratan melalui Sistem SRIKANDI

Gambar 3 menunjukkan kegiatan pengelolaan administrasi persuratan dan
pengarsipan dokumen elektronik menggunakan aplikasi SRIKANDI.
Kegiatan pendampingan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan

administrasi dan penyusunan LAKIP. Penginputan data menjadi lebih terorganisir,
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pengarsipan dokumen lebih tertata, serta verifikasi dokumen pendukung kinerja

menjadi lebih sistematis.

Tabel 1. Dampak Kegiatan Pendampingan
No Bentuk Kegiatan Uraian Kegiatan
1 Penginputan Data Realisasi Input data realisasi fisik dan keuangan laporan
tahunan Triwulan IV
2 Rekapitulasi Perjalanan Dinas | Penyusunan rekap perjalanan dinas Tahun 2025

3 Administrasi Persuratan Pencatatan surat masuk dan surat keluar melalui
SRIKANDI
4 Pengarsipan Dokumen Pengelolaan dan penyusunan arsip dokumen
pendukung
5 Pendataan Pemerintahan Penginputan data administrasi kependudukan dan
Daerah kelembagaan daerah

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan administrasi
dan penyusunan dokumen kinerja setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan. Hasil
kegiatan menunjukkan bahwa penyusunan LAKIP telah mencerminkan penerapan
konsep akuntansi pertanggungjawaban melalui pembagian tugas berdasarkan pusat
pertanggungjawaban pada masing-masing subbagian. Setiap unit kerja bertanggung
jawab terhadap pencapaian indikator kinerja dan penyediaan dokumen pendukung
laporan. Kondisi ini sejalan dengan (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa
akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur hasil setiap pusat
pertanggungjawaban berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Penerapan konsep tersebut juga terlihat pada proses verifikasi data realisasi fisik
dan keuangan sebelum penyusunan laporan final. Temuan ini sejalan dengan (Mediaty
et al., 2025) yang menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berperan dalam
meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui pelaporan yang transparan dan
mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, (Grossi et al., 2020) menyatakan
bahwa sistem akuntansi, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas merupakan elemen yang
saling berkaitan dalam organisasi sektor publik.

Kualitas penyusunan LAKIP juga dipengaruhi oleh ketepatan pengelolaan
dokumen, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal.
(Rahmasari & Setiawan, 2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu,
(Febriyanti et al., 2024) menegaskan bahwa efektivitas pengukuran kinerja sektor

publik dipengaruhi oleh kejelasan indikator kinerja.
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Program MBKM memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun instansi mitra.
Keterlibatan mahasiswa membantu efektivitas pekerjaan administratif dan pengelolaan
dokumen pendukung. Kondisi tersebut sejalan dengan (Primasari & Anggraeni, 2021)
yang menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam administrasi pemerintahan
dapat memperkuat kompetensi praktis berbasis pengabdian. Hasil kegiatan ini juga
sejalan dengan (Nikmah & Putri, 2024) yang menyatakan bahwa program MBKM
mampu meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa sekaligus memberikan
kontribusi nyata bagi instansi mitra. Selain itu, (Fatimah, 2025) menegaskan bahwa
program magang pada instansi pemerintah menjadi sarana efektif untuk
menghubungkan teori akuntansi sektor publik dengan praktik administrasi

pemerintahan secara langsung.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian melalui Magang Mandiri Berdampak (MBKM) di Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah telah memberikan kontribusi nyata dalam pendampingan
penyusunan LAKIP berbasis akuntansi pertanggungjawaban. Ketiga prinsip akuntansi
pertanggungjawaban yang diterapkan, yakni pemetaan pusat pertanggungjawaban,
pengukuran kinerja melalui indikator yang terukur, serta pengecekan kelengkapan
dokumen pendukung, secara nyata mendorong peningkatan akurasi dan kualitas data
dalam penyusunan LAKIP.

Mahasiswa akuntansi mampu memberikan nilai tambah yang signifikan melalui
kontribusi konkret dalam input data realisasi, rekapitulasi perjalanan dinas, administrasi
persuratan, serta pendataan administrasi pemerintahan daerah. Kegiatan ini sekaligus
memperkaya kompetensi profesional mahasiswa di bidang akuntansi sektor publik,
khususnya dalam memahami dan mempraktikkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja

pemerintah secara langsung dan kontekstual.
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